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Kesemuanya adalah para Advokat pada Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA &
REKAN, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022)
7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON
Dalam hal ini memberikan Jawaban TERMOHON dalam Perkara Nomor 36-13-
06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan PEMOHON Partai Hanura sebagai
berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Bahwa menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD
dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oieh PEMOHON dengan alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan
bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga
yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

KOMPETENSI
BENTUK
LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan
» Bawasiu

yang Bersifat Terstruktur, Sistematis
» Mahkamah Agung

dan Masif
Pelanggaran Kode Etik DKPP

= KPU
Pelanggaran Administrasi

» Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan Bawaslu/Panwasiu

» Sentra Gakkumdu
Pelanggaran Pidana » Pengadilan Negeri

s Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | « Bawaslu/Panwasiu




» Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara

» Mahkamah Agung

Perselisihan Hasil Pemilihan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran,
sengketa atau perselisihan hasil  yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang
memitiki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi
di setiap tahapan pemilihan;

Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan

n n a n hi
perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini
merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap
anter akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.

Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari
“Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil
Pemilu”. Karena muncul pertanyaan : “Apakah Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus
perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran
proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemitu?”;

Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada
penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan
kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya
memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persetisihan hasil
Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi
Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-
pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang
didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-
VI/2008;



Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-
PRES/XVIL/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama
Him. 1809, dinyatakan:

2 ki tersebut Pengaturan dan
sefallgus pengebmpokan se:uaf jms tersewt bukar saja menyangkut bagamana po/a
penyusunan nomma, mebmkanﬂga berfiubung o 2sing

Lebih Ian]ut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-
PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melaiui Paragraf Pertama
Him. 1813, dinyatakan:

“Batwa untuk menyelesaikan persefisihan hasil pemily dimaksud, dengan merujuk Pasal
24C' ayat (I ) UUD 1.945 Pasal 475 ayat (2) w 7/2017 secara elcsplsd‘ mmgatur bahwa

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi
mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-
lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa
pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah
Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan
terhadap hasil penghitungan suara;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-
PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Him. 1814, dinyatakan:

. dst ... st pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses
bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan
pelanggaran yang didalifkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka
Mahkarnah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah
hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalali sebatas
menyelesaikan sengketa hasi pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... st ... dst.”

‘Datam hal in, Mahkamah dapat masuk ke wildyah kualitatif bilamana lembaga-
lembaga yang diberikan wewenang dalam Ul 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran
pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun,
apabifa lembaga-ternbaga yang diberi wewenang lelah menyelesaikan, terfepas dari
apapun putusan yang lelah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan
permohonan, Mahkamal lidak berwenang memeriksa dan memutus permobonan
kualitatif dirmaksud.”

Lebih-lebth  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-
PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama
Him. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpufkan bahwa tidak mungkin

ada dalil tentang pelanggaran administratit pemily yang bersifal TSM jika sebelum
permohonan perselisihan hasif pemilu diajukan kepada Mahkamalt tidak pernah ada
pengaduan mengenal adanya pelanggaran demikian.”




Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas,
pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan
terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus
pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses
penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut
Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat
kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah
Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses
pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah
memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada
Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan
Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara),
yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi
yang termuat pada Him. 1810 s/d Him. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-
PRES/XVIL/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses
penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah
Konstitusi, yaitu:

a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk
memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara
(permasalahan kuantitatif);

b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan
kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang
dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan
sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan
tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi
wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan
yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan
permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan
memutus permohonan kualitatif;

c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk
memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat

TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan




kepada Mahkamah tidak permah ada pengaduan mengenai adanya
pelanggaran sebelumnya.

7. Bahwa pokok permohonan PEMOHON secara nyata dan jelas,

sebagaimana disebutkan dalam pokok permochonan halaman 6 sampai
dengan 8 pada pokoknya dinyatakan hila PEMOHON mendalitkan telah
terjadi pelanggaran tidak sesuainya pelaksanaan pemilu dengan
ketentuan yang berlaku Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan
PEMOHON sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa
hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan PEMOHON
seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran
administrasi berupa tidak adanya surat suara Presidan dan Wakil
Presiden serta formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota yang didalam
kotak suara, Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan
kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawasly;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aguo, karena pokok

permohcnan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasii pemilihan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pertama-tama TERMOHON mohon dengan hormat segala sesuatu
yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula
dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok
permohonan int;

Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan
PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh
TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan
wajib membuktikan (burden of proot/bewijsiaast);

Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil PEMOHON vyang
berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang
didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang
bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan
perolehan hasil;




+ Bahwa selain itu, periu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-
dali PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau
berhubungan dengan TERMOHON;

» Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan
PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh
TERMOHON;

s Bahwa terhadap dalii PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara
untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten
Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut TERMOHON adalah sebagai
berikut:

1.1 PROVINSI SUMATERA SELATAN
1.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG
1.1.2.1 DAPIL3

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG

PEROLEHAN SUARA
NO. PARPOL SELISIH
DB 1 1
HANURA 6.806 6.680 -126
2. | PKB 7.573 7.407 -166

Bahwa mengenai selisih suara di atas dapat PEMOHON ijelaskan
berdasarkan persandingan Model C1 dengan DAA1 sebagai berikut :

Tabel 2. PEROLEHAN SUARA PARTAI PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAPIL 3

ILIR TIMUR
1 8 ILIR 21 | HANURA 53 52

It

55 PKB 8 16 -8




29 PKB 9 61

41 | HANURA 15 11

ILIR TIMUR
3 I 13 ILIR 10 PKB 13 19

2 ILIR HANURA 14 13 1
ILIR TIMUR
2 1 50 | HANURA 15 1 -14
SUNGAI
31 | PKB 1 8 -9
BUAH

-

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai persandingan suara Partai di
Kota Palembang di atas, dapat diuraikan menurut TERMOHON adalah
sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai PEMOHON (HANURA)
di TPS 06 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan
formulir C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai PEMOHON
(HANURA) adalah 29 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1
suara partai PEMOHON (HANURA) adalah 28 suara, dalil tersebut
adalah Tidak Benar;
> Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan

Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai PEMOHON (Hanura) yang
benar adalah 28 suara

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)

2. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai PEMOHON di TPS 21
Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-
DPRD Kab/Kota peroiehan suara Partai PEMOHON adaiah 53 suara,
sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai PEMOHON
(HANURA) adalah 52 suara
> Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan

Modei C1-DPRD Kab/Kota suara Partai PEMOHON (Hanura) yang

benar adalah 53 suara

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)



3. Bahwa telah terjadi penambahan suara partai PKB di TPS 55
Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-
DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai PKB adalah 8 suara,
sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai PKB adalah 16

suara,

> Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan
Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai PKB yang benar adalah 8

Suara

4. Bahwa telah terjadi penambahan suara partai PKB di TPS 29
Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan llir III yang berdasarkan formulir C1-
DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai PKB adalah 9 suara,
sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai PKB adalah 61
suara

» Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan kondisi yang
ada untuk menjawab daiili PEMOHON perihal perolehan suara
yang benar untuk saat ini tidak dapat dijawab dikarenakan alat
bukti formulir Model C1 DPRD Kab/Kota berada di dalam kotak
suara

5. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai PEMOHON (HANURA)
di TPS 41 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan
formulir C1-DPRD Kab/Kota perclehan suara Partai PEMOHON
(HANURA) adalah 15 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1
suara partai PEMOHON (HANURA) adalah 11 suara, dalil tersebut
adalah Tidak Benar;

> Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan
Modeli C1-DPRD Kab/Kota suara Partai PEMOHON (Hanura)

perolehan suara yang benar adalah 11 suara

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)

6. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai PEMOHON (HANURA)
di TPS 10 Kelurahan Duku, Kecamatan Iiir III yang berdasarkan
formulir C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai PEMOHON

(HANURA) adalah & suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1
9



suara partai PEMOHON (HANURA) adalah 0 suara, dalil tersebut
adalah Tidak Benar;

» Bahwa f h berdasarkan formulir salinan
Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai PEMOHON (Hanura)

perolehan suara yarng benar adalah 6 suara

(Vide : 7.002-PLGI-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)

. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai PEMOHON (HANURA)

di TPS 24 Kelurahan Duku, Kecamatan llir III yang berdasarkan
formulir C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai PEMOHON
(HANURA) adalah 10 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1
suara partai PEMOHON (HANURA) adalah 6 suara, dalil tersebut
adalah Tidak Benar;

> Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan
Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai PEMOHON (Hanura)

perolehan suara yang benar adalah 10 suara

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)

. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai PEMOHON (HANURA)

di TPS 14 Keilurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan
formulir C1-DPRD Kab/Kota peroiehan suara Partai PEMOHON
(HANURA) adaiah 3 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1
suara partai PEMOHON (HANURA) adalah O suara, dalil tersebut
adaiah Tidak Benar;

> Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan
Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai PEMOHON (Hanura)

perolehan suara yang benar adalah 3 suara

(Vide ; T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)

. Bahwa telah terjadi penambahan suara partai PKB di TPS 3 Kelurahan

2 Tlir, Kecamatan lIlir II yang berdasarkan formuiir C1-DPRD Kab/Kota
perolehan suara Partai PKB adalah 5 suara, sedangkan berdasarkan
formulir DAA-1 suara partai PKB adalah 7 suara, dalil tersebut adalah
Tidak Benar;

10




10.

11.

12,

» Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan
Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai PKB perolehan suara yang

benar adalah 7 suara

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HAM/RA-36-13-06)

Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai PEMOHON {HANURA)
di TPS 8 Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan llir I yang berdasarkan formulir
C1-DPRD Kab/Kota peroiehan suara Partai PEMOHON (HANURA)
adalah 14 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai
PEMOHON (HANURA) adalah 13 suara, dalil tersebut adalah Tidak
Benar;

> Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan formulir salinan
Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai PEMOHON (Hanura)

perolehan suara yang benar adalah 14 suara

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)

Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai PEMOHON (HANURA)
di TPS 50 Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir II yang berdasarkan formulir
C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai PEMOHON (HANURA)
adalah 15 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai
PEMOHON (HANURA) adalah 1 suara

> PBabwa merupakan fakta hukum, berdasarkan kondisi yang
ada untuk menjawab dalii PEMOHON perihal perolehan suara

yang benar untuk saat ini tidak dapat dijawab dikarenakan alat
bukti formulir Model C1 DPRD Kab/Kota berada di dalam kotak
suara

Bahwa telah terjadi penambahan suara partai PKB di TPS 31
Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir II yang berdasarkan formulir
C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai PKB adalah 1 suara,
sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai PKB adalah 8

suara

» Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan kondisi yang
ada untuk menjawab dalii PEMOHON perihal perolehan suara

yang benar untuk saat ini tidak dapat dijawab dikarenakan alat
11




13.

14.

bukti formulir Model C1 DPRD Kab/Kota berada di dalam kotak
suara

Bahwa telah terjadi penambahan suara partai PKB di TPS 10
Kelurahan 13 Ilir, Kecamatan Ilir I yang berdasarkan formulir C1-
DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai PKB adalah 13 suara,
sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai PKB adalah 19
suara, dalil tersebut adalah Tidak Benar;

> hwa m kan f. h berdasarkan formulir salinan
Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai PKB perolehan suara yang

benar adalah 19 suara
(Vide : T.004-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)

Bahwa telah terjadi pelaporan warga dan permochonan untuk
dilakukannya PSL (Pemungutan Suara Lanjutan) terhadap BAWASLU
Kota Palembang dikarenakan adanya indikasi pelanggaran pemilu
khususnya di kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II yang
warganya masih banyak tidak menggunakan hak suaranya pada
pemilihan berlangsung dikarenakan surat suara Presiden habis

> Bahwa merypakan fakta hukum, berdasarkan pelaporan
warga terhadap BAWASLU telah di respon dan pada tanggal 20
Aprii 2019  dikeluarkan surat  rekomendasi  nomor
09/Bawaslu.Prov.55.16.07/HM.02.00/1V/2019 yang ditujukan
kepada PPK kecamatan Ilir Timur II untuk dilaksanakan Pemilihan
Suara Lanjutan (PSL) sebanyak 68 TPS yang meliputi Keluranan 1
Ilir, 2 Ilir, Lawang Kidul, 5 Ifir dan Sungai Buah

> Berdasarkan pelaporan warga terhadap BAWASLU telah di respon
dan dan pada tanggat 20 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ifir
Timur II  mengeluarkan surat rekomendasi  nomor
010/Bawaslu.Prov.55.16.07/HM.02.00/IV/2019 vyang  isinya
memerintahkan kepada PPK Ilir Timur II untuk melakukan
Pemungutan Suara Lanjutan atau Pemilu Susulan di TPS 22
Kelurahan Lawang Kidul, rekomendasi tersebut dikeluarkan karena
pemungutan suara di TPS tersebut tertunda dan banyak warga

yang belum mencoblos karena kekurangan surat suara Presiden
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15.

dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota
Palembang

» Berdasarkan pelaporan warga terhadap BAWASLU telah di respon
dan dan pada tanggal 24 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ilir
Timur II  mengeluarkan surat rekomendasi  nomor
011/Bawaslu.Prov.S5.16.07/HM.02.00/1V/2019 kepada Ketua PPK
Lir Timur 2 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 70 TPS
yang meliputi kelurahan 1 Ilir, 2 Ilir, 5 Hir, Lawang Kidul dan
Sungai Buah

» Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Panwasku Ilir Timur II
mengeluarkan surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 4
TPS di kelurahan Sungai Buah dengan surat nomor
012/Bawaslu.Prov.5S.16.07/HM.02.00/1v/2019 yang ditujukan ke
Ketua PPK Kecamatan Ilir Timut II

> Bahwa Panwaslu Kecamatan Ilir Timur II menerima surat dari PPK
Kecamtan Ilir Timur II dengan nomor surat 177/PPK-
IT.I1/Pemilu/Srt/IV/2019 Perihal penolakan Pemungutan Suara
Uiang

Bahwa pada saat perhitungan di tingkat Kecamatan Ilir Timur I banyak
ditemukan C1 Hologram dan C1 Piano yang tidak sesuai dan salah
hitung, sehingga ada beberapa yang buka kota suara dan hitung
ulang, setelah hitung ulang suara berbeda dengan C1 Plano, sehingga
saksi dari Partai hanura keberatan dan tidak menandatangani Model
DAA1 adalah Tidak Benar

> Bahwa merupakan fakta hukum BAWASLU Kota Palembang
Melalui Panwaslu Kecamatan Ilir Timur I telah melakukan
pengawasan rekapitulasi di tingkat PPK Iiir Timur I, pelaksanaan
rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Ilir Timur I
dilaksanakan pada tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30
April 2019 selama rekapitulasi berlangsung terjadi sedikit
kekeliruan akan tetapi masalah tersebut bisa segera diselesaikan.
Adapaun metode penyelesaiannya adalah apabila terjadi
perbedaan di C1 hologram maka dibuka C1 Plano dan apabila
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terjadi perbedaan di C1 Plano maka dilakukan penghitungan suara
ulang di PPK

Bahwa Ketua PPK Kecamatan llir Timur III menyatakan bertanggung
jawab penuh terhadap seluruh hasil Pleno ditingkat kecamatan
sehingga permintaan saksi untuk hitung berdasarkan C1 Plano tidak
diterima, dan menghitung berdasarkan Ci Hologram, yang ternyata
banyak salah hitung dan banyak yang tidak sesuai jumiah pemilih
dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah

> Bahwa merupakan fakta hukum BAWASLYU Kota Palembang
melalui Panwaslu Kecamatan Ilir Timur III telah melakukan
pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat
Kecamatan Ifir Timur III pada tanggal 1 Mei 2019 rekap
perhitungan suara yang dipimpin oleh ketua PPK yang bernama
Fipto Suprianto beserta 4 anggotanya yang dihadiri oleh saksi dari
Partai PKB, Golkar, Geindra, Nasdem, PKS, PDIP, PAN, PPP, dan
Hanura beserta Panwascam Ilir Timur 1II. Pada saat pelaksanaan
penghitungan suara DPRD Kota terdapat protes keras yang
disampaikan oleh saksi Partai Hanura dan PAN yang menginginkan
untuk membuka seluruh hasil suara C1 Plano DPRD Kota

Bahwa akibat pelanggaran administrast yang telah terjadi,
PEMOHON mendalilkan seharusnya mendapatkan 1 kursi terakhir ke-
7 apabila perhitungan suara ditingkat PPK dilakukan dengan benar
sesuai dengan formuiir Model C1-DPRD Kab/Kota dan diindikasikan
pelanggaran administrasi yang terjadi diduga kuat dilakukan dengan
cara suara telah dibagi-bagikan oleh penyelanggara pemilu yaitu KPU
Kota Palembang, PPK Kecamatan Ilir Timur I, PPK Kecamatan Ilir
Timur II, PPK Kecamatan Ifir III, KPPS TPS 06 Keiurahan 8 llir
Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 21 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir
Timur III, KPPS TPS 55 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Iiir Timur III, KPPS
TPS 29 Kelurahan 9 llir Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 41
Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 10 Kelurahan Duku
Kecamatan Iir Timur III, KPPS TPS 14 Kelurahan Kuto Batu
Kecamatan ILiir Timur ITI, KPPS TPS 03 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir

Timtir II, KPPS TPS 08 Kelurahan 2 liir Kecamatan Ilir Timur II, KPPS
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TPS 10 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I dan semua KPPS

Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II.

Bahwa dengan demikian TERMOHON menetapkan hasil rekapitulasi
perolehan suara Partai PEMOHON (HANURA) dan perolehan suara
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar berdasarkan formulir
Model C1-DPRD Kab/Kota untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota
Palembang Dapit 3 yang meliputi Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan
Llir Timur II dan Kecamatan Hir Timur III adalah sebagai berikut :
Tabel. 3 PEROLEHAN SUARA UNTUK PARTAI HANURA DAN
PKB MENURUT TERMOHON DI KOTA PALEMBANG

DAPIL 3
PEROLEHAN SUARA
NO | KECAMATAN PEMOHON TERMOHON | ALAT BUKTI
HANURA | PKB | HANURA | PKB
KECAMATAN
1. | ILIR TIMUR - - 952 | 1.640
I
KECAMATAN Model DB1-
2. ILIR TIMUR - - 2.451 2.467 DRPD/KOTA
I
KECAMATAN
3. | ILIR TIMUR - - 3.403 | 3.566
I
JUMLAH 6.806 | 7.573| 6.806 | 7.673

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06)

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana
terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON
dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat
dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara
dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-
Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilibhan Umum Tahun 2019
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tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku,

II1. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi TERMOHON,;

2. Menyatakan Permohonan PEMOHON sepanjang permohonan untuk pengisian
keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Palembang Dapil 3 dan dinyatakan bukan
kewenangan Mahkamah Konstitusi ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertangga! 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang
benar adalah sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA PALEMBANG DAPIL 3

NO. PARPOL PEROLEHAN SUARA
1, Partai Hanura 6.806
2. Parta Kebangkitan Bangsa 7.673

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aeguo et bono).
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